
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 49 
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN 

BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

bahwa perubahan data sosial ekonomi berlangsung dinamis 

dan tidak statis serta masih terdapat masyarakat miskin 

yang belum masuk dalam Basis Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin, maka agar santunan kematian 

dapat tepat sasaran perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro 

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian 

Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten 

Bojonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 
2018; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016 Nornor 3); 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2019; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 49 TAHUN 
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN 
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN 
BOJONEGORO. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di 
Kabupaten Bojonegoro (Serita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 49), diubah sehingga Pasal 
4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan 
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) adalah: 
a. warga yang memiliki KTP-el Daerah, KK atau Akta 

Kelahiran; 
b. warga yang belum memiliki KTP-el Daerah karena 

hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; atau 
c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya 

mempunyai KTP-el Daerah dan yang bersangkutan 
terdaftar dalam KK. 
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(2) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan 
kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya telah tinggal dan men etap di 
Daerah selama 6 (enam) bulan yan g terdaftar dalam 
basis data terpadu dan/ atau berdasar hasil verifikasi 
dari Tim Verifikator Bantuan Sosial. 

Pasal II 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

!Ill mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Bojonegoro. 

Peraturan Bupati m1 dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 18 April 2019 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH 

Diundangk:an di Bojonegoro 
pada tanggal 18 April 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 14. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pj. SEKRETARIS D crUPATEN BOJONEGORO, 

Y AN~O~ M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19740403 199403 1 003 


